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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG BONTANG

TENTANG

SISTEM ELEKTRONIFIKASI PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR : 2407 /BAPENDA.02/1X/2022
NOMOR: 297/PR]/BPD-BTG/IX2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua
(01-09-2022}, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RAFIDAH

2. ASHARUDDIN

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang,
berkedudukan di Jalan MH.Thamrin RT.05 Nomor 14
Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota
Bontang Nomor : 134.4.04/65/PEM.A Tanggal 31 Agustus
2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kota Bontang, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU.

Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
dan Kalimantan Utara Cabang Bontang, berkedudukan di
Jalan MT.Haryono Nomor 14 Bontang , berdasarkan Surat
Keputusan Direksi Nomor 257/SK/BPD-PST/XI/2020 dan
Surat Kuasa Nomor 0001/F-1/S-Kuasa/BPD-PST/1/2021
tanggal 04 Januari 2021 serta sesuai Akta Nomor 12 tanggal
14 September 2017 dibuat dihadapan Noor Samsir, SH
Notaris di Bontang dan telah mendapatkan pengesahan
badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0041890-AH.01.01 tahun
2017 tanggal 23 September 2017, beserta perubahan-
perubahannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam
perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a, Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintahan Daerah yang bermaksud
menggunakan layanan dan jasa perbankan untuk melaksanakan pembayaran
transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online;

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang

usaha perbankan dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan
pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online;

c.  Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bontang dan PT Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tentang
Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang Nomor :
139.02/50/PEM.A dan Nomor: 025/PR|/BPD-PST/VIII/2020 tanggal 14 Agustus
2020.

d.  Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan bersama Nomor
134.4.02/57/PEMAA  dan Nomor: 018/C-1/BPD-BTG-X1I/2021 tanggal 1
Nopember 2021 tentang Sistem Elektronifikasi Penerimaan Pembayaran Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan
masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja
Sama tentang Sistem Elektronifikasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kota Bontang untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”,
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan
Utara Cabang Bontang berikut seluruh kantor cabang pembantu, kantor Kkas,
payment point dan jaringan pelayanan lainnya.

2. Bukti Pembayaran adalah tanda terima yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA atas
transaksi pembayaran Retribusi melalui Electronic Channel.

3. Electronic Channel (E-Channel) adalah cara atau media elektronik antar muka
Bank dengan masyarakat yang memiliki kewajiban pembayaran Pajak Daerah
dan/atau Retribusi Daerah.

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bontang dalam hal ini yang berada pada
Pihak Kedua.
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5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh
Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Peraturan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Petugas adalah Staff yang menerimakan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kota Bontang,

7. Pembayaran adalah setoran sejumlah nominal tertentu dari Wajib Pajak Daerah
dan/atau Wajib Retribusi Daerah melalui layanan Electronic Channel PIHAK KEDUA
untuk keperluan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PIHAK KESATU.

8. Rekening adalah Rekening Titipan/Perantara PIHAK KESATU yang terdapat di
PIHAK KEDUA untuk menampung sementara transaksi pembayaran Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebelum dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah.

9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

10.Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Perpajakan Daerah.

11.Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12.QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standarisasi
pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses
transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai
landasan bagi PARA PIHAK dan untuk memberikan kemudahan melalui jasa
perbankan dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang,

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan
keuangan PIHAK KESATU dalam rangka Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kota Bontang sesuai fungsi masing-masing PIHAK sehingga memberikan
manfaat bagi PARA PIHAK.

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
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(1)

(2)

Penggunaan fasilitas jasa layanan perbankan e-channel secara elektronis yang
dimiliki PIHAK KEDUA untuk menerima Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kota Bontang oleh masyarakat baik Orang Pribadi maupun Badan atau
Instansi yang dikelola oleh PIHAK KESATU.

Pelimpahan hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dari PIHAK KEDUA ke Rekening Kas Daerah dan pembukuan hasil penerimaan
pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bontang.

PASAL 4
WAKTU PELAYANAN

Untuk transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui e-Channel

yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan 24 (dua puluh empat) jam dalam
sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu,

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PASAL 5
PELAKSANAAN

Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi melakukan pembayaran pajak dan/atau
retribusi ke rekening PIHAK KESATU yang terdapat pada PIHAK KEDUA sesuai
kewajibannya melalui e-Channel.

Dana Setoran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang telah diterima oleh PIHAK
KEDUA, setiap hari kerja disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kota Bontang
dengan nomor rekening: 0081301360 atas nama Rekening Kas Umum Daerah
Pemerintah Kota Bontang pada PIHAK KEDUA.

Apabila PIHAK KEDUA dikarenakan suatu kondisi tertentu sehingga tidak dapat
melaksanakan penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK
KEDUA wajib memberitahukan secara lisan dan/atau tertulis kepada PIHAK
KESATU disertai dengan alasan pada saat itu.

PIHAK KEDUA akan memproses secara langsung pembayaran Pajak daerah dan
Retribusi Daerah dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dilakukan pada e-
Channel, dan mengeluarkan bukti pembayaran sesuai dengan standar PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU mengakui bahwa Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan bukti pembayaran yang sah.
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(6) Untuk mewujudkan kerjasama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,
masing-masing pihak menunjuk petugas penghubung dari PIHAK KESATU adalah
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, sedangkan dari PIHAK KEDUA adalah
Unit Pelayanan Nasabah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
dan Kalimantan Utara Cabang Bontang.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak :

d. Menerima pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di rekening PIHAK
KESATU yang ada di PIHAK KEDUA.

b. Mendapatkan media promosi pembayaran menggunakan e-Channel baik
berupa spanduk, banner ataupun stiker yang bisa dipasang dan ditempel di
lingkungan kantor PIHAK KESATU.

C. Mendapatkan fasilitas aplikasi yang memudahkan pengelolaan transaksi,
mutasi, dan saldo sehingga memudahkan pelaporan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

3. Menyediakan akses database pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
pada sistem agar dapat dilakukan validasi pembayaran pada sistem PIHAK
KEDUA.

b. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat gangguan sistem
atau database yang ada pada PIHAK KESATU.

C. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA jika dikemudian hari terjadi
perubahan mekanisme tata cara Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah atau peraturan perundang-undangan mengenai teknis pelaksanaan
Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Mensosialisasikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk bertransaksi
menggunakan e- Channel dalam hal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

(3) PIHAK KEDUA berhak :
a. Mendapatkan data PIHAK KESATU yang berfungsi sebagai permohonan
pembukaan QRIS.
b. Menetapkan dan/atau mengubah ketentuan tentang Aplikasi QRIS yang
berlaku pada PIHAK KESATU.
c. Memperoleh akses database pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
pada sistem PIHAK KESATU.

!
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d. Mendapatkan pemberitahuan darj PIHAK KESATU apabila terdapat gangguan

e.

sistem atau database yang ada pada PIHAK KESATU.

Memperoleh informasi dari PIHAK KESATU apabila dikemudian hari terjadi
perubahan mekanisme tata cara pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah atau peraturan perundang-undangan mengenai teknis pelaksanaan
pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berhak menarik dan menetapkan besaran biaya layanan perbankan untuk
setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
dilakukan melalui layanan e-Channel PEHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

(1)

a.

Menyediakan atribut e-Channel sesuai dengan data yang diserahkan oleh
PIHAK KESATU.

Menyediakan Rekening penampungan untuk transaksi PIHAK KESATU.,
Menjamin keamanan dana PIHAK KESATU yang telah disetorkan Wajib Pajak
dan Wajib Retribusi kepada PIHAK KEDUA.

- Memberitahukan kepada petugas PIHAK KESATU apabila terdapat gangguan

sistem atau database yang ada pada PIHAK KEDUA.

Melakukan penyesuaian apabila dikemudian hari terjadi perubahan mengenai
teknis pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui
QRIS dan/atau e- Channel yang ditetapkan PIHAK KEDUA.

Menjaga dan menjamin kerahasiaan data yang disampaikan PIHAK KESATU.

g. Melakukan edukasi kepada petugas PIHAK KESATU tentang penggunaan QRIS

khususnya untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

. Memberikan fasilitas aplikasi yang memudahkan pengelolaan transaksi,

mutasi, dan saldo sehingga memudahkan pelaporan pada PIHAK KESATU.
Memberikan media promosi terkait informasi pembayaran Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah melalui layanan e-channel PIHAK KEDUAbaik berupa
spanduk, banner atau stiker yang akan dipasang atau ditempatkan di
lingkungan kantor PIHAK KESATU.
Melimpahkan penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dari rekening penampungan ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota
Bontang,
PASAL 7
PENGGUNAAN, KEHILANGAN, DAN PENYALAHGUNAAN

Scan Barcode QRIS dan/atau e- Channel yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA
kepada petugas PIHAK KESATU sepenuhnya menjadi tanggung jawab petugas
PIHAK KESATU.
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(2)

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kehilangan /kerusakan/
penyalahgunaan QRIS dan/atau e- Channel, sepenuhnya menjadi tanggung jawab
PIHAK KESATU.

PASAL 8
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan
pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap sistem operasional dan software
pendukung yang digunakan.

PIHAK KESATU menjamin dan bertanggungjawab atas kebenaran dan keakuratan
data Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sehingga segala kerugian maupun
akibat yang timbul atas adanya kesalahan data Wajib Pajak dan/atau Waijib
Retribusi yang mengakibatkan kesalahan dalam penerimaan pembayaran pajak
daerah dan retribusi daerah sepenuhnya manjadi tanggung jawab PIHAK
KESATU.

Apabila terjadi perbedaan antara data pembayaran yang ada pada PIHAK KEDUA
dengan data yang ada pada PIHAK KESATU, maka data pembayaran yang
digunakan adalah data yang ada pada PIHAK KEDUA.

PASAL 9
PUBLIKASI

PARA PIHAK sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat
melaksanakan kegiatan publikasi atau promosi tentang layanan pembayaran Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)masing-
masing pihak dapat menggunakan nama dan logo pihak lainnya dengan
persetujuan sebelumnya dari pihak lainnya.

PASAL 10
BIAYA DAN PAJAK

Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan hak dan kewajiban PARA PIHAK
akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
Pajak yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada peraturan
perundang-undangan bidang perpajakan.
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PASAL 11
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda-
tanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan
secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan PARA
PIHAK yang menghendaki diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini harus
memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dan apabila salah satu pihak yang
menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian
Kerja Sama yang dikehendaki tidak memberi tanggapan/jawaban, maka dianggap
telah memberikan persetujuannya dan karenanya Perjanjian Kerja Sama ini
menjadi berakhir.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak
memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, Putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan/atau PIHAK KEDUA
dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa
terkait ketentuan waktu seperti disebutkan dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama
ini.

(4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau tidak dapat
diperpanjang lagi atau karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran
Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang
masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama.

/

BONTANG

........ Fio / Xl{

BAPENDA BANKALTRHMTARA
Hat 8 dari 11

' /Y

RN



PASAL 13
EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini
secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan guna
mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

(3) Evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan bersama-
sama oleh PARA PIHAK maupun masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan
kesepakatan bersama.

(4) Hasil evaluasi disampaikan kepada penanggung jawab PARA PIHAK untuk dapat
dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali
Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 14
PENGGANTIAN PEJABAT

Seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini
tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK,

PASAL 15
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan
Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA
PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian atau
seluruhnya kepada PIHAK KETIGA kecuali:

a.  atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dalam perjanjian;

b.  data tersebut merupakan informasi milik umum atau sudah dibuka kepada umum
oleh PARA PIHAK sebagai pemilik informasi;

¢.  diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.  diberikan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PASAL 16

KEADAAN KAHAR
(1) Hal-hal yang termasuk Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah

setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana
alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang,
Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, software
atau hardware komputer dan/atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi
secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini. f
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(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang
timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan
alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya
dan/atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib
memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak
lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya
Keadaan Kahar.

(4) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak
yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah
disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

(5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya
sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar berakhir.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dengan mendasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK, apabila dikemudian hari
ternyata timbul perselisihan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerja
Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan
mufakat.

(2) Jika dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diperoleh kata sepakat, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan
perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kota Bontang.

PASAL 18
PERJANJIAN KERJA SAMA TAMBAHAN (ADDENDUM)

(1) Hal yang belum diatur serta perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama
ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai Perjanjian
Kerja Sama Tambahan (Addendum).

(2) Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAPENDA BANKAL WTARA
BONTANG

........ [ [ 4 .

Hal 10 dari 11
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PASAL 19
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau
komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus
dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAKKESATU:
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Alamat : JLIMH.Thamrin RT.05 Nomor 14
Telepon : (0548} 21301, 21152
Email : bapenda.pemkotbontang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:
PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur dan KalimantanUtara
Kantor Cabang Kota Bontang

Alamat : JLMT.Haryono Nomor 14 Bontang
Telepon : (0548) 24343
Email :

(3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
jika pembatalan/perubahan telah diterima pihak lainnya, sehingga akibat
keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan
perubahan tersebut.
(4) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diterima atau disampaikan:
a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan
tanda tangan penerima pada buku pengantar surat {expedisi) atau tanda
tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;

b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan
tanda terima; atau

¢. pada hari yang sama apabila dikirim melalui Email dengan status Email
Sent fterkirim.

PASAL 20
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa yang
menandatangani  Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau surat-surat
lainnya/lampiran adalah merupakan pihak yang berhak dan berwenang sesuai
dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
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(2)

Apabila terdapat salah satu/lebih ayat dan/atau pasal dari Perjanjian Kerja Sama
ini yang dinyatakan batal demi hukum oleh salah satu atau PARA PIHAK, maka
pernyataan tersebut tidak berlaku atas keabsahan/validitas berlakunya ayat-
ayat dan/atau pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga
ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lainnya tetap berlaku mengikat PARA PIHAK.

PASAL 21
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal

tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyati

kekuatan hukum yang sama.

SEPULUH RIBU RUPIAM

ASHARUDDIN
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